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PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2. TAHUN 2020

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 ientang Perubahan Kedua Aias Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik

Indonesia...



10.

11.

12.

13,

14.

indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3964);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4187);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemeriniah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inodonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri...



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 Nomor
1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan arus kas;

Laporan perubahan Ekuitas;

Catatan atas laporan keuangan.

RN

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar
laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun
Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 1.510.528.680.350,01
b. Belanja dan Rp 1.444.556.894.034,70

Transfer

Surplus/ (defisit) Rp 65.971.786.315,31
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp 6.419.020.461,85

- Pengeluaran Rp 15.375.211.517,00

Pembiayaan Netto Rp (8.956.191.055,15)

Pasal 3...



Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut :
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp10.114.999.208,99 dengan rincian sebagai berikut:
1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.520.643.679.559,00

2) Realisasi Rp 1.510.528.680.350,01

Selisih lebih/(kurang) Rp (10.114.999.208,99)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
Rp60.507.513.161,15 dengan rincian sebagai berikut :

1). Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.505.064.407.195,85

2). Realisasi Rp 1.444.556.894.034,70

Selisih lebih/(kurang) Rp (60.507.513.161,15)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp50.392.513.952,16 dengan perincian sebagai berikut :

1). Surplus/defisit setelah perubahan Rp 15.579.272.363,15
2). Realisasi Rp 65.971.786.315,31
Selisih lebih/(kurang) Rp 50.392.513.952,16

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp4.498.292.825,00 dengan perincian sebagai berikut :

1). Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp 1.920.727.636,85

perubahan
2). Realisasi Rp 6.419.020.461,85
Selisih lebih/(kurang) Rp 4.498.292.825,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumiah
Rp2.124.788.483,00 dengan perincian sebagai berikut :

1). Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah  Rp 17.500.000.000,00
perubahan

2). Realisasi Rp 15.375.211.517,00

Selisih lebih/(kurang) Rp (2.124.788.483,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp6.623.081.308,00 dengan perincian sebagai berikut :

1). Anggaran pembiayaan netto setelah Rp (15.579.272.363,15)
perubahan
2). Realisasi Rp (8.956.191.055,15)
Selisih lebih/(kurang) Rp 6.623.081.308,00
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 1.877.685.273,85
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp 1.877.685.273,85
Pembiayaan Tahun Berjalan

Sub Total...



Sub Total Rp 0,00

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp 57.015.595.260,16
(SILPA/SIKPA)
Sub Total Rp 57.015.595.260,16
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp 0,00
Sebelumnya
e. Lain-lain Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 57.015.595.260,16
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ per 31 Desember Tahun
2019 sebagai berikut :

a. Jumlah asset Rp 1.365.011.320.042,26

b. Jumlah kewajiban Rp 34.846.686.993,07

c. Jumlah ekuitas Rp 1.330.164.633.049,19
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31
Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO Rp 1.522.440.918.575,41
b. Beban-LO Rp 1.369.479.947.117,62
Surplus/Defisit dari Operasi Rp 152.960.971.457,79

c.  Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional  Rp (698.334.953,00)
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp 152.262.636.504,79

d. Pos Luar Biasa Rp 1.146.013.500,00

Surplus/Defisit - LO Rp 151.116.623.004,79

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember
Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019 Rp 469.111.629,85
b.  Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 328.068.998.852,31
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset Rp (273.625.147.037,00)
non keuangan
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan Rp (205.941.829,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp 180.949.883,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019 Rp 54.055.157.632,16
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31
Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp 1.187.719.126.512,82
b.  Surplus/Defisit - LO Rp 151.116.623.004,79
c. Dampak Kumulatif Perubahan Rp (8.671.116.468,42)

Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Ekuitas Akhir Rp 1.330.164.633.049,19

Pasal 9...



Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran;
Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

Lampiran [.3

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;

Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
Negara,

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III Laporan Operasional;

d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V Neraca,

f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

1. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;

o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p- Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan badan usaha  milik

daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih
lanjut dari pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah...



Daerah.
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang
Pariaman.

Ditetapkan di ~ Parit Malintang
pada tanggal

ALI MUKHNI
Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal ¢ sgQluvrmbe™ 2020

SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 2~

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT : 2/60/9.0‘10



